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ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal act of motor vehicle theft based on the Indonesian
Criminal Code (KUHP) through a case study of Decision Number 1244/Pid.B/2025/PN
Medan. The research focuses on the application of the elements of the crime under Article
363 of the KUHP, the implications of the court decision on crime prevention efforts, and
policy recommendations to improve the effectiveness of law enforcement. The research
employs a juridical-empirical method with a qualitative approach, using literature study,
court decision analysis, and supported by primary data from interviews. The findings
indicate that the application of criminal elements in the decision is in accordance with legal
provisions; however, law enforcement remains predominantly repressive and not yet optimal
in preventive aspects. Contributing factors to the crime include economic conditions, social
environment, and weak security systems. The decision has significant implications for crime
prevention efforts, yet it has not fully created a deterrent effect for offenders. Therefore, it is
necessary to strengthen preventive policies, optimize the use of technology in investigations,
and enhance the role of both the community and law enforcement agencies.

Keywords: motor vehicle theft, criminal code, law enforcement, Article 363, court decision.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui studi kasus Putusan
Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan unsur-
unsur tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP, implikasi putusan terhadap upaya pencegahan
kejahatan, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Metode penelitian yang diqunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif,
melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, serta didukung data primer dari
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana
dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun penegakan
hukum masih cenderung bersifat represif dan belum optimal dalam aspek pencegahan.
Faktor penyebab kejahatan meliputi aspek ekonomi, lingkungan sosial, serta lemahnya
sistem pengamanan. Putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap upaya
pencegahan kejahatan, namun belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan kebijakan preventif, optimalisasi teknologi dalam
penyidikan, serta peningkatan peran masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kata kunci: pencurian kendaraan bermotor, KUHP, penegakan hukum, Pasal 363, putusan
pengadilan
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PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum
nasional yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat
agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum
berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai
landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,
seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, wajib menjunjung
tinggi hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan rasa aman.

Namun, perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi, serta perubahan sosial
turut memengaruhi meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Seiring meningkatnya
kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, kasus curanmor juga mengalami
peningkatan dan menjadi perhatian serius karena menimbulkan kerugian materiil
serta rasa tidak aman di masyarakat.

Curanmor merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial,
rendahnya pengawasan masyarakat, dan lemahnya sistem pengamanan
kendaraan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 1.745
kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi di Indonesia. Modus operandi pelaku
pun semakin berkembang, mulai dari penggunaan kunci “T”, perusakan kunci
kontak, hingga keterlibatan jaringan penadah kendaraan hasil curian.
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor internal seperti pendidikan dan
sikap individu, serta faktor eksternal seperti ekonomi, lingkungan, dan lemahnya
penegakan hukum, menjadi penyebab utama terjadinya curanmor. Selain itu, Polda
Sumatera Utara mencatat bahwa sebagian besar pelaku kejahatan jalanan, termasuk
curanmor, merupakan pengguna narkoba, sehingga memperumit upaya
penanggulangan kejahatan tersebut.

Salah satu contoh kasus curanmor terdapat dalam Putusan Nomor
1244/Pid.B/2025/PN Medan atas nama Pandawa Sembiring alias Dawa. Terdakwa
bersama dua rekannya melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik
korban di depan IGD Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dengan cara
mematahkan stang motor, membawa kendaraan menggunakan becak motor,
mengganti plat nomor, lalu menjualnya. Akibat perbuatannya, korban mengalami
kerugian sekitar Rp17.000.000 dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun
6 bulan. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 363 KUHP mengenai pencurian
dengan pemberatan, khususnya ayat (1) ke-4 tentang pencurian yang dilakukan
secara bersama-sama dan ayat (1) ke-5 tentang pencurian dengan cara merusak atau
menggunakan alat tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa curanmor masih
menjadi ancaman serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas serta
upaya pencegahan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan karena lembaga
tersebut merupakan tempat dikeluarkannya Putusan Nomor 1244 /Pid.B/2025/PN
Medan yang menjadi objek utama penelitian. Selain itu, penelitian juga didukung
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melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara serta
berbagai sumber literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan
media daring yang relevan dengan pembahasan tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,
yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek norma tertulis, tetapi
juga dari penerapannya dalam praktik. Pendekatan yuridis digunakan untuk
menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
khususnya Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, sedangkan pendekatan empiris
dilakukan melalui analisis terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang
berkaitan langsung dengan perkara pencurian kendaraan bermotor, yaitu penyidik
Satreskrim Polrestabes Medan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan,
dan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Sementara itu, data sekunder diperoleh
dari berbagai bahan hukum dan dokumen pendukung, seperti peraturan
perundang-undangan, Putusan Nomor 1244 /Pid.B/2025/PN Medan, buku-buku
hukum pidana, jurnal akademik, karya ilmiah, pendapat para ahli, serta dokumen
resmi berupa laporan tahunan pengadilan dan statistik kriminal dari Badan Pusat
Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan
dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier dengan cara menelaah buku hukum, jurnal akademik,
dokumen pengadilan, KUHP, KUHAP, serta putusan pengadilan melalui Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan salinan
putusan pengadilan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif, yaitu dengan mengolah, menyeleksi, dan mengelompokkan data
berdasarkan relevansi dan kualitasnya untuk selanjutnya dikaji secara logis dan
sistematis. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif guna
memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana terhadap
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta menjawab permasalahan yang
diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Perbaikan Berdasarkan Analisis Putusan
Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan
Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang memiliki tingkat frekuensi tinggi di wilayah perkotaan, termasuk
Kota Medan. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1244 /Pid.B/2025/PN
Medan, penegakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan sistem peradilan
pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan
putusan hakim. Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan unsur-unsur
tindak pidana, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan
terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.
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Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari
adanya putusan pengadilan, melainkan juga dari kemampuan hukum dalam
mencegah terjadinya kejahatan serupa. Analisis menunjukkan bahwa penegakan
hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai
kendala, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung,
maupun partisipasi masyarakat. Evaluasi terhadap putusan tersebut menunjukkan
bahwa penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada pendekatan represif
dibanding preventif.

Tindakan hukum umumnya baru dilakukan setelah tindak pidana terjadi,
sementara upaya pencegahan belum berjalan optimal. Selain itu, penggunaan
teknologi dalam proses penyidikan masih terbatas sehingga pengungkapan
perkara lebih banyak bergantung pada pengakuan pelaku dan alat bukti
konvensional. Kondisi ini menunjukkan perlunya modernisasi sistem penyidikan
melalui pemanfaatan teknologi seperti database kendaraan nasional, rekaman
CCTV terintegrasi, pelacakan digital kendaraan, dan peningkatan kemampuan
cyber investigation. Di sisi lain, sistem pemidanaan juga dinilai belum sepenuhnya
memberikan efek jera karena masih tingginya potensi residivisme akibat faktor
ekonomi, lingkungan sosial, dan kurang optimalnya pembinaan terhadap
narapidana. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor, diperlukan kebijakan yang lebih
komprehensif dan terintegrasi. Upaya preventif perlu diperkuat melalui
peningkatan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, perluasan pemasangan
CCTV di ruang publik, pembangunan sistem keamanan lingkungan berbasis
masyarakat, serta sosialisasi keamanan kendaraan bermotor kepada masyarakat.
Selain itu, diperlukan standardisasi pedoman pemidanaan guna menciptakan
konsistensi putusan hakim, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penguatan sistem peradilan
pidana terpadu juga penting dilakukan melalui pertukaran data kriminal
antarinstansi, pengawasan pelaku residivis, penelusuran jaringan penadah, serta
integrasi informasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga
pemasyarakatan.

Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan memberikan gambaran
bahwa pembaruan kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada pendekatan
yang lebih modern, preventif, dan rehabilitatif. Penegakan hukum tidak hanya
bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan, melindungi
masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga stabilitas sosial. Oleh
karena itu, kebijakan kriminal perlu diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan
ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan
pemberdayaan masyarakat guna mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan.
Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian
perkara individual, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan sistem
penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan
masyarakat secara menyeluruh.
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Implikasi Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan terhadap Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 KUHP di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Medan

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki
kedudukan penting dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Ketentuan ini mengatur
pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam
hari, dilakukan secara bersama-sama, atau menggunakan cara-cara tertentu seperti
merusak dan menggunakan kunci palsu.

Ancaman pidana yang lebih berat dibanding pencurian biasa menunjukkan
bahwa Pasal 363 KUHP tidak hanya berfungsi sebagai dasar penghukuman
terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan melalui efek jera
dan pencegahan umum. Dalam konteks wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan,
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menjadi kejahatan yang sering
terjadi sehingga analisis terhadap Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan
penting untuk melihat efektivitas penerapan pasal tersebut dalam praktik
penegakan hukum.

Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan memiliki implikasi penting
terhadap upaya pencegahan kejahatan, baik dari aspek pencegahan umum maupun
pencegahan khusus. Putusan tersebut memberikan pesan kepada masyarakat
bahwa setiap tindakan pencurian dengan pemberatan akan dikenai sanksi pidana
yang tegas sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan.
Selain itu, putusan juga berfungsi sebagai pedoman bagi aparat kepolisian dalam
meningkatkan patroli di wilayah rawan, memperkuat penyelidikan terhadap
jaringan pelaku dan penadah, serta mengembangkan pendekatan berbasis intelijen
kriminal. Dari sisi masyarakat, putusan tersebut dapat meningkatkan kesadaran
hukum untuk lebih menjaga keamanan kendaraan, meningkatkan kewaspadaan
lingkungan, aktif dalam sistem keamanan masyarakat, serta segera melaporkan
tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Meskipun demikian, efektivitas
Pasal 363 KUHP dalam mencegah tindak pidana pencurian masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti tingginya faktor ekonomi sebagai pemicu kejahatan,
perkembangan modus pencurian yang semakin modern, keterbatasan sarana
pengawasan publik, tingginya residivisme, dan rendahnya kesadaran sebagian
masyarakat terhadap keamanan pribadi.

Oleh karena itu, penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak
dapat hanya mengandalkan pendekatan penal melalui pemidanaan, tetapi juga
harus didukung pendekatan non-penal melalui perbaikan sistem keamanan kota,
pengawasan perdagangan kendaraan bekas, regulasi penjualan suku cadang, serta
program sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, implementasi Pasal 363
KUHP dapat berfungsi secara optimal sebagai alat perlindungan masyarakat dan
sarana penanggulangan kejahatan secara berkelanjutan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Medan.
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Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 363 KUHP dalam Putusan Nomor
1244/Pid.B/2025/PN Medan

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan,
penerapan Pasal 363 KUHP dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah
dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia.
Majelis hakim menilai secara berurutan seluruh unsur tindak pidana, mulai dari
unsur “barang siapa”, unsur “mengambil barang sesuatu”, unsur “barang milik
orang lain”, hingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”. Hakim juga mempertimbangkan unsur pemberatan yang menjadi ciri
khusus Pasal 363 KUHP, seperti penggunaan cara tertentu, waktu pelaksanaan
tindak pidana, serta kemungkinan adanya perencanaan atau keterlibatan lebih dari
satu pelaku. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, penerapan Pasal 363
KUHP dalam putusan ini dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum dan
keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Dari aspek pembuktian, putusan tersebut menunjukkan penerapan sistem
pembuktian yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu berdasarkan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Majelis hakim
menggunakan kombinasi alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan
saksi lainnya, barang bukti kendaraan, pengakuan terdakwa, serta petunjuk yang
saling berkaitan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hukum
yang disusun secara runtut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya
berpedoman pada aspek formal pembuktian, tetapi juga menilai hubungan logis
antara fakta persidangan dan unsur pidana yang didakwakan. Dengan demikian,
putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pembuktian negatif menurut
undang-undang (negatief wettelijk bewijsstelsel) secara tepat dalam praktik
peradilan pidana.

Namun demikian, putusan tersebut masih dapat dikembangkan melalui
analisis yang lebih mendalam mengenai latar belakang sosial pelaku, motif tindak
pidana, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan kejahatan yang lebih luas.
Penguraian aspek-aspek tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya
berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan
kejahatan dan pembelajaran hukum bagi masyarakat. Secara yuridis, penerapan
unsur-unsur Pasal 363 KUHP dalam putusan ini memberikan implikasi penting
berupa penguatan standar pembuktian perkara pencurian dengan pemberatan,
peningkatan perlindungan hukum bagi korban, serta menjadi pedoman praktis
bagi penanganan perkara serupa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

SIMPULAN

Berdasarkan  keseluruhan  analisis  terhadap  Putusan = Nomor
1244/Pid.B/2025/PN Medan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 363
KUHP dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah dilaksanakan secara
sistematis sesuai dengan prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana melalui
pembuktian unsur-unsur delik yang sah dan meyakinkan. Putusan tersebut tidak
hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum represif melalui pemidanaan
pelaku, tetapi juga memiliki implikasi preventif dalam upaya pencegahan
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kejahatan dengan memberikan efek jera, meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat, serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Dengan demikian, efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi
pendekatan represif, perkembangan modus kejahatan, keterbatasan sarana
pengawasan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem peradilan pidana
terpadu, modernisasi penegakan hukum berbasis teknologi, peningkatan
partisipasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan penal dan non-penal secara
berkelanjutan agar tujuan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan
pencegahan kejahatan dapat tercapai secara optimal.
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